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Analisis Revaluasi Aset Tetap terhadap Laporan Keuangan dan Perpajakan
Studi Kasus Pf CPP

Linda Santioso
Andreas Bambang Daryatno

Abstract
The capital structure of a eompany is important because it reflects theJinarrcial condition
of a comparry. Currently the financing of companies rely on bank loans and caused
comparqt's debt high. Alongwith the flew government policy regarding the ratio between

debt and equity of the Company for tlrc purposes of calculating the income tax of 4: I
(DER) and the income tm incentives onfaed assets revaluation in 2015 afd 2016. The

purpot, of thts research is to improve compcny's DER, ealculation of costs'and eamtngs
more recwanable, and the income tm swings infuture periods. This reseerehfocus in PT
CPP. Datawere collected by library research andfieldreiewch through interviews with
management's company. The contribution af this research is to provide an alternative to
improve the statement of Jinancial position, the ratio between debt ond equity in
accordmrce with gwernment policies and savings incotne tm payments.

Keywords: DER, revoluotan offxed assets, income tm incentives, tm plmning.

PENDAIIT]LUAN

Dengan keluarnya kebijakan pemerintah dalam penentuan besarnya perbandingan

antara uhng dan modal perusahaan untuk keperluan penghitrmgan pajak penghasilan

(PMK No 169/PMK.0|0/2A1, mengharuskan perusahaan untuk mencari alternatif

meningkatkan modalnya, salah satunya dengan melakukan penilaian kernbali aset tetap

(revaluasi) perusahaan.

Aktifitas penilaian ulang aset tetap suatu perusahaan biasanya dilakukan karena

adanya ketidaksesuaian yang cukup material baik di sisi laporan posisi keuangan maupun

di laporan laba rugi. Hal ini bisa terjadi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah lama

berdiri dan memiliki aset yang masa manfaatnya sudah habis disusutkan tetapi aset

tersebut tetap dipergUnakan seperti bangunan, mesin, kendaraan dan lainlain untuk

aktivitas perusahaan. Dengan habisnya masa manfaat dan aset tersebut tidak dilakukarl



penilaian ulang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka Laporan Posisi Keuangan

tidak mencerminkan keadaan yang wajar. Akibabrya banyak perusahaan kesulitan dalarn

mencari investor, kesulitan pendanaan dari perbankan yang tentunya hal ini tidak

diharapkan oleh semua pihak (stakelnlder perusahaan). Dalam akuntansi, revaluasi asset

tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian asset

tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Namun menurut paragraf 15.15

(2009) penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan

pemerintah. (Agoes dan Trisnawati;2013;143). Dengan kewenangan peme$ntah untuk

mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan maka dikeluarkan peraturan

mengenai penilaian kembali asset tetap.

Penilaian kembali aset tetap sesuai dengan harga pasar sangat diperlukan untuk

memperbaiki laporan posisi keuangan disamping untuk tujuan perpajakan dimana selisih

lebih atas penilaian ulang aset tetap merupakan obyek pajek, yang bersifat final sebesar

l0 o/o sesuai dengan Peraturan Menkeu No.79lPMK.03/2008 dan Pasat 4 huruf m UU PPh

No 36 tahun 2003 jo. Peraturan Drjen Pajak No. PER-12/P1.12009, SE 56/PJ./2009. (

Pohan;2015,443)

Pemerintah saat ini mengeluarkan Peraturan Menteri keuangan Tentang Penilaian

Kembali Aset Tetap Untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada

Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK Nomor 191/PMK.010/2015) dimana pemerintah

memberikan tarif khusus Pajak penghasilan terhadap selisih penilaian ulang aset tetap

yang diajukan tahun 2015 dan 2016 baik kepada Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha tebp

maupun Wajib Pajak Pribadi yang melalnrkan pembukuan, Wajib Pajak yang

menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar

Amerika Serikat, Wajib Pajak yang masih berada dalam janeka waktu 5 tahun sejak

dilah*annya penilaian kembali teral{rirberdasarkan PMKNomor 79/PMK.03 /2008.



Penilaian kembali Aset Tetap untuk kepentingan perpajakan dimana hasil penilaian

ulang akan dilakukan penyusutan kembali sesuai golongan yang sudah ditentukan dan

dapat dipakai sebagai pengurang dalam penghitungan purghasilan kena pajak. Dengan

dilakukan penyusutan ulang maka secara otomatis akan mengurangl penghasilan kena

pajak dan pajak yang dibayarkan akan lebih kecil.

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi padaPT CPP yang merupakan perusahaan

industri yang memproduksi koporo tas kantor dan tas pesanan khusus . Analisis dilakukan

dengan data laporan posisi keuangan perusahaan, perhitungan penilaian$embali aset

tetap perusahaan yang dilakukan tahun 2015.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan saat kebiiakan pemerintah

diterapkan seperti Perbandingan tingkat hutang dengan modal perusahaan (DEn) jauh

dibawah yang ditetapkan oleh pemerintah mengakibatkan beban bunga pinjaman bank

tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan perusahaan, Aset tetap perusahaan banyak

yang sudah habis masa manfaatnya sehingga Perhitungan biaya d4n penghasilan tidak

wajar, Momentum perusahaan untuk melakukan penghematan pajak di masa yang akan

datang, karena pemerintah memberikan insentif terhadap pajak penghasilan final jika

melakukan perrilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2015 dan tahun 2016.

KERANGKA TEORI

Debt Equity Ratlo (DER)

Dengan tingkat inflasi di Indonesia yang relatif tinggi mempengaruhi kondisi inflasi

suatu perusahaan, dimana dalam kondisi diatas suatu perusatraan sangat memerlukan

penilaian kembali aset tetapnya sesuai harga pasar (revaluasi) supaya mencerminkan

keadaan yang sewaj Ty" Dengan dilakukannya penilaian kembali asset tetap perusahaan

sesuai harga pasar maka akan meningkatkan stnrktur modal sendiri, artinya perbandingan



antara pinjaman (debt) dengan modal sendiri (equity) atau yang dinamakan istilah debt

equtty ratio (DER) menjadi lebih baik. Dengan membaiknya debt equity ratio mal<a

perusahaan akan lebih mudah mengembangkan usahanya melalui prqiaman ke bank atau

menerbitkan surat utang (obligasi) bahkan memungkinkan untuk menerbitkan saham.

Dengan keluarnya kebiiakan Menteri Keuangan yang membatasi rasio utang terhadap

modal (Debt to Equity Ratio/DER) perusahaan menjadi 4 : I artinya modal sendiri

(equity) perusahaan hanya diperbolehkan melakukan pinjaman (debt) maksimal 4 kali

nya. Jika perusahaan melakukan pinjaman melebihi batas yang sudah ditegtukan maka

beban bunga dari pinjaman yang menrpakan faktor pengufang pajak penghasilan

perusatraan (PPh) akan dilakukan koreksi fiskal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

169/PMK.0l0/20t5 tentang DER, akan membatasi ruang berutang korporasi semakin

kecil, sehingga perusahaan harus melakukan revaluasi aset agar bisa berutang lebih besar

untuk mengembangkan usahanya. Disamping itu seperti kita ketahui bersam4 banyak

perusahaan melakukan earning nanagement melalui cara-cara diatas, oleh karena itu

pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup celah yang bisa mengurangi

penerimaan pajak.

Pengaruh Terhadap Laporan Posisi Keuangan Perusahaan

Dengan dilakukan penilaian kembali aset tetap perusatraan sesuai dengan harga pasar,

tentu saja secara langsung akan mempengaruhi laporan posisi keuangan perusahaan.

Adapun selisih lebih akibat penilaian kembali akan mempengaruhi :

1. Dilihat dari sisi aktiva, Akun aset tetap perusahaan akan naik sebesar nilai

lebih dari hasil penilaian kembali aset tetap (harga pasar).

2. Dilihat dari sisi pasiv4 tepafirya di Ekuitas akan naik juga sebesar selisih Lebih

penilaian kemball as€t tetap, atau akan muncul "saham baru'r baik berupa saham



bonus atau saham baru tanpa penyetoran. Saham baru ini bukan objekPPh sesuai

Pasal 2 hurup b Peraturan Pemerintatr nomor 94 tahun 2010.

3. Kenaikan nilai aset tetap mengakibatkan bertambah besar nilai penyusutan aset tetap,

hal ini akan memberikan penghematan pajak bagi perusahaan dimasa-masa

mendatang karena dapat mengurangi pajak Penghasilan.

Jadi, dengan dilakukan revaluasi aset tetap perusahaan akan memberikan keuntungan

bagi investor dimana pemegang saham mendapatkan tambahan saham yang bukan objek

PPh, secara fiskal penghasilan neto akan lebih kecil dibanding tahun lalu, gerusahaan

bisa menambah utang ke bank untuk modal kerja atau menaikkan nilai saham sebelum

initial publik offerins @O).(Sumber : http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/10/3)

Insentif Pajak Penghasilan Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016

Untuk menambah penerimaan dari sektor pajak penghasilan maka pemerintah

mengeluarkan kebifakan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan

Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016 (PMK

191/PMK.010/2015). Kebijakan ini dapat memberikan tiga keuntungan bagi pelaku

usaha jika pelaku usaha melakukan revaluasi aset tahun 2015 dan khun 2016. Tetapi Jika

revaluasi dilahrkan tatrun 2017 atau setelahnya" maka pajak atas revaliasi aset tetap

tidak mendapatkan diskon.

Peraturan ini dibuat khusus, maka Peraturan Menteri Keuangan

nomor 191/PMK.010/2015 tidak mencabut atau mengubah Peraturan Menteri Keuangan

nomor 79/PMK.03/2008. Jadi, setelah 2016 ketentuan tsntang PPh atas revaluasi aset

tetap akan kembali lagi ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008 dan

tarif yang dikenakan 10%.



Adapun Tarif k*rusus jika wajib pajak melakukan revaluasi tahun 2015 dan 2016 sebagai

berikut:

o 3% (tiga persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian

kembali aset tetap oleh kantorjasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak

Penghasilan sampai dengan tanggal 3 I Desember 2015;

. 470 (empat persen). bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian

kembali aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak

Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal I Januari 2Q16 sampai

dengan tanggal30 Juni Z0ft;

. 67o (enam persen). bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian

kembali aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak

Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal I Juli 2016 sampai dengan

tanggal 3l Desember 2016

Jadi hal yang harus diperhatikan adalah jangka waktu setor PPh atas revaluasi 3% (tiga

persen) untuk tahun 2015, 4 o/o (empat persen) untuk semester I tahun 2016, dan 6 %o

(enam persen) untuk semester II tahun 2016. Jangka waktu penyotoran PPh

dikenakan terhadap selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan. Selisih lebih ini

diketalrui setelah adalaporan pentsahaan jasa penilai atau ahli penilai. Inilah yang

diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 798MK.032008. Keuntungan bagi Wajib

Pajak ymtg melakukan revaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

nomor l9llPMK.0l0l2015ini adalah diskon tarif PPh meqiadi lebih kecil yaitu,3Yo,4Yo

atau 6% saja.
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Sumber: Sosialisasi PMK-I91 Tahun 2A15, PMA I

Tata Cara Pengajuan sesuai PER Dirjen No 37lPJ/2015

Wajib pa3ak dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan

dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan

kepada Direkfur Jenderal Pajak tepatnya ke Kanwil DJP Domisili wajib pajak terdaftar

dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor

191/PMK.0l0l20l5 sampai dengan tanggal 3l Desember 2016. Permohonan penilaian

kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan dapat diajukan oleh wajib pajak :

l. Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai

publik atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari pemerintah tetapi belum digunakan

untuk tujuan perpajakan

2. Belum melakukan penilaian kembali aset tetap tetapi aset tetap di revaluasi menurut

hasil perkiraan wa3iO pajak.
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Cara 1 atau sesuai pasal I ayat3 huruf a PER-37fPJ/2015 diajukan dengan melampirkan

a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak penghasilan atas penilaian aktiva

tetap

Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan format sesuai contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Fotokopi surat ijin usaha kantorjasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh

ijin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang

menerbitkan surat ijin usaha tersebut

Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilaian publik atau ahli penilai, yang

memperoleh izin dari pemerintah; dan

Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap

b.

c.

d.

e.
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Sedangkan cara ke 2 permohonan sesuai pasal I ayat 3 huruf b PEF.-37/PJ|20I5 dengan

melampirkan:

a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak penghasilan atas penilaian ak;tiva tetap;

dan

b. Daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya dengan

menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dengan menggunakan

format surat tambahan dokumen kelengkapan permohonan sesuai contoh formulir

sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, wajib pajak

harus melampirkan :

a. Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;

b. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan format sesuai contoh formulir

sebagaimana t ."untrl, dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;



I

c.

d.

e.

Fotokopi surat ijin usaha kantorjasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh ijin

dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan

surat ijin usaha tersebut

Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilaian publik atau ahli penilai, yang

memperoleh izin dari pemerintah; dan

Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.
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Dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disampaikan

paling lambat pada tanggal :

a. 31 desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri

keuangan Nomor 191/PMK.0I0/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal I Januari 2016 sampai

dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai

dengan tanggall t nesenlb er 2016
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Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode pengrimpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian

lapangan. Penelitian kepustakaan diperoleh dari buku-buku perpajakan dan peraturan-

peraturan pemerintah, sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara

dengan pihak manajemen perusahaan dan Laporan Keuangan perusahaan.

ANALISA DAN PEMBAIIASAI\

Laporan Posisi keuangan rr

Dengan diberlakukan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

169/PMK.0L0/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan modal

perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan mulai Tahun Pajak 2016 dan

insentif pajak penghasilan tentang penilaian aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang

diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 (PMK l9llPMK.01012015 sebagaimana diubah

dengan PMK 233IPMK.03/2015 dan PER-37|PJ/2015) perusahaan melakukan penilaian

kembali aset tetap. Perusahaan memutuskan untuk melahrkan penilaian aset tetap karena

melihat beberapa peluang keuntungan yang dapat dihasilkan antara lain :

l. Perbandingan utang dengan modal perusahaan jauh diatas 4:l mengingat posisi modal

yang minus dan pembiayaan perusahaan dilakukan dengan pinjaman dana dari

perbankan.

2. Nilai buku aset tetap yang rata-rata sudah habis disusutkan mengingat perusahaan ini

belum pernah melakukan penilaian kembali aset tetap dan merupakan salah satu

perusahaan yang berdiri di tahun 1970 an.

3. Keuntungan hasil penilaian kembali aset tetap yaitu penyusutan hasil dari penilaian

kembali aset tetap dapat dijadikan pengurang penghasilan.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada laporan posisi keuangan per 3l Desember 2015

adalah sebagai trerikut :

PT CPP
Laporan Posisi Keuangan

31 Desernber 2015 dan 2014
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

31 Desember 2015 31 De$ember 2014

A$ETLANqAR
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Pajak Dibayar di muka
Uang Muka
Biaya Dibayar dimuka

Jumlah Aset Lancar

Penyertaan

ASETTIDAKLANCAR
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku

ASET LAIN-LAIN
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku

JUMLAHASET

LIABILITAS DAFI EKUITAS
LIABTLITAS LAI\CAR

Hutang Bank
Hutang Usaha
Hutang Pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Uang Muka Penjualan

Jumlah Liabilitas Lancar
EKUITAS
Modal saham Disetor
Saldo Labal(Rugi) Ditahan
Saldo Laba/(Rugi) Tahun ffe4alan

Jumlah Ekuitas

2.386.288.574
6.826.996.039

22.48g.670.63;
1.775.762.801

867.400.130
171.79Q.15.9

34.517.808.541

146.875.000

31.193.338.602
(2?.82?.43q.943)

7 374.907.659

7.3I8.472.980
(7,r6L02?;271)

150.449.747

42.1$6.04q.9Q6

33.908.395.500
6.123.300 .495
1.653.488.097

284.461 .865
445.393.636

42.415.029.593

4.348.046.000
(6.205 .671.373)

l.628.636.686

28.998.68

2.800.716.611
10.046 .265.742

14.2g0.\26.$;
1.095.353 .912

259.273.000
214.167.9r3

28.706.103.577

146.875.000

29.217.577.631

Qt?.9!i4.905.295)
6.232.672.426

7.318.472.980
(7. .9.6,7,.3?6.83{,)

25L096.146

35.336.747.149

3A.477.839.794
5.3 15.879 .904

877 .156.909
33.272.439
43.8?7.97.8

16.747|277.925,

4.348.046.000
(6.643.746.858)

884.470.982

1.411.229.876
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JUMLAHLIABILITAS DAN
EKUITAS 42.186.040.906 I 35.336.747.149

Revaluasi Aset Tetap Perusahaan

Jika dilihat dari Laporan Posisi Keuangan diatas terlihat bahwa debt equity ratio nya

jauh diatas perbandingan 4:1 yang akan diterapkan oleh pemerintah mulai Januari 2016 sesuai

PMK nomor 169/PMK.0|0/2015 dan nilai aktiva tetapnya juga terlihat nilai sisa buku dari

keseluruhan hanya tinggal Rp 7.521.357.366 termasuk didalam aset tanah. Jadi pemilik

perusahaan mempergunakan momentum kebliakan yang dikeluarkan pemerintah lcara baik

dengan melakukan penilaian kembali aset tetap. Pemilik perusahaan mempergunakan

kesempatan yang baik dengan keluamya kebijakan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 dan

perubahan di PMK 233lPMK.03n0l5 serta PER Dirjen Nomor 37tPJl20l5 dimana dengan

satu langkah memberikan beberapa keuntungan langsung. Adapun aset tetap yang dilakukan

penilaian kembali menurut estimasi dari wajib pajak (perusahaan) dengan mengikuti prosedur

ke 2 (lihat PER-37/PJ/2015) dimana:

Aktiya Tetap

Mesin
Bangunan
Total
PPh Disetor

Nilai Buku sebelum
Reyaluasi

2.496.297.990
141.874.460

2.630.1,62.350
Tarif 3 %

Estimasi Nilai
Buku Menurut WP

12.581 .500.000
18.962.000.000
31.543.500.000

Selisih
Revaluasi

10.095.212.110
18.818.125.540
28.913.337.650

867.400.130

Perusahaan memasukkan permohonan diakhir Desember 2015 sehingga sesuai kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah perusahaan mendapatkan tarif pajak sebesar 3%. Perusahaan masih

membutuhkan laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan atau melengkapi

permohonan diatas supaya perusahaan memperoleh persetujuan dari Kantor Wilayah DJP

Jakarta Barat.
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Pengaruh Terhadap Laporan Posisi Keuangan

Sesuai dehgan SAK-ETAP paragraf 15.15 yang memungkinkan pemerintah mengatur

penyimpangan dari konsep biaya perolehan maka perusahaan melakukan penilaian kembali

aset tetap . Selisih nilai revaluasi aset tetap diakui dalam ekuitas dengan akun " Surplus

Revaluasi Aset Tetap''. Akun tersebut dalam laporan keuangan perusahaan dapat dipindahkan

langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya" tetapi surplus

revaluasi aset tetap dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh perusahaan.

Dengan permohonan revaluasi aset tetap perusahaan jika diterima seluruhnya maka dilakukan

penjurnalan sebagai berikut:

15.058.5 54.757
3 .7 59.5 74.783

581 .991 .877
9.5 13.220.233

Bangunan
Akumulasi Penyusutan Bangunan
Mesin
Akumulasi Penyusutan Mesin

Surplus Revaluasi Aset TetaP

PPh Final atas revaluasi aset tetap 867 .4A0.130
Kas/Bank

29.91 3.3 37 .650.

967.400.130.

Pihak manajemen perusahaan, harus menjelaskan penyimpangan laporan keuangan

perusahaan tahun 2016, supaya pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi

tentang langkah revaluasi aset tetap yang pajaknya sudah dibayarkan tahun 2015 dan

revaluasi aset tetap baru dijalankan mulai tahun 2016.

Penghematan Pajak Penghasilan Perusahaan

Dari aset tetap yang telatr diajukan permohonan penilaian kembali sesuai estimasi dari

wajib pajak, jika dianalisa lebih lanjut dapat dilihat dari tabel dibawah ini, dimana estimasi

perhitungan penghematan pajak periode mendatang dengan metode penyusutan garis lurus

sesuai yang diterapkan oleh perusahaan sebagai berikut:

Bulan ?enyusutan sebelum
Revaluasi

Penyusutan
setelah Revaluasi

Selisih Penyusutan

Jan 2016 55.756.264 183 .567 .316 127 .81 1.051



Feb 2016
Maret 2016
April 2016
Mei 2016
Juni 2016
Juli 2016
Agustus2016
September 2016
Oktober 2016
Nopember 2016
Desember zOrc
Total

Penghematan Pajak

55.756.264
55.756.264
55.756.264
55.756.264
55.756.264
55.756.264
55.756.264
55.756.264
55.756.264
55.756.264ffi

Tarif PPh Badan 25%

183 .567 .316
193 .567.3 16

l g3 .567 .316
183 .567 .316
193 .567 .316
183 .567 .316
193 .567 .316
183 .567 .316
183 .567 .316
183 .567 .316
183.567.3 16

2.202.807Jgr

127 .81 1.051

127.81 1 .051

127 .81 l.051
127 .81 1.05 1

r27 .81 1.05 1

127 .81 1.05 1

127 .81 1.051

127 .81 1.05 I
127 .81 I .05 1

r27 .81 1.05 1

1.?7.811.051

r.533.732.618

393 .433.154

Terlihat peningkatan beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai

pengurang penghasilan dalam 1 Tahun sebesar Rp t.Sll.iZZ.Al8 dengan tarif Pajak

Penghasilan badan 25 % sesuai dengan pasal l7 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Penghematan pajak yang diperoleh perusahaan di

tatrun 2016 sebesar Rp 383.433.154 dimana jika dibandingkan dengan pajak penghasilan final

yang sudah dibayarkan perusahaan di tahun 2015 sebesar Rp 867.400.130 maka dalam waktu

2 tafuin 3 bulan mendatang PPh frnal tersebut sudah kembali kepada perusahaan dan

penyusutan selanjufirya merupakan keuntungan penghematan pajak yang diperoleh

perusahaan.

Simpulan

l. Debt Equity Ratio perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahkan jauh dibawah

perbandingan 4 : I sehingga semua beban bunga dari pinjaman bank dapat seluruhnya

dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

2. Perusahaan pada tahun 2015 harus mengeluarkan pajak penghasilan final dari selisih

lebih penilaian aset tetap sebesar Rp 867.400.130 tetapi dalam waktu 2 tahun 3 bulan

pajak tersebut sudafr didapatkan kembali oleh perusahaan, periode selanjutnya

memberikan penghematan pajak penghasilan perusahaan.



3. Perhitungan beban dan penghasilan menjadi lebih wajar.

4. Jika dikemudidn hari diperlukan pembiayaan dari pihak bank yang lebih besar, maka

perusahaan dengan mudah akan mendapatkannya.

Implikasi, Keterbatasan dan Saran

1. Tidak semua perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk

memperbaiki perbandingan komposisi hutang dan modal Perusahaan. Banyak cara yang

, dapat dilakukan perusahaan untuk memperbaikinya seperti melalnrkan penyetoran modal

saham dari pemegang saham perusahaan atau mencari investor luar yang mau

menanamkan modalnya.

2. Dengan penghematan pajak yang didapat perusahaan melalui penyusutan ulang aset tetap

yang dapat dikurangkan secara fiskal maka penerimaan negara di masa mendatang akan

menunm padahal target penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya.

3. Perusahaan harus selalu mengikuti segala kebiiakan peraturan pajak yang dikeluarkan

pemerintah agar aktifitas perusahaan dapat berjalan dengan baik.
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